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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Kuliah Kerja Magang 

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penatausahaan 

Keuangan Pemerintah Kab Jombang di laksanakan oleh Badan Pengelolaan 

Kuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab Jombang yang memiliki tugas, 

pokok dan fungsi membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan 

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset. Menjabarkan tugas pokok 

sebagaimana yang dimaksud maka Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 

memiliki beberapa fungsi yaitu : (1) Perumusan kebijakan teknis di Bidang 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, (2) Penyiapan rancangan APBD dan 

perubahan APBD, (3) Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah 

ditetapkan dengan Perda, (4) Pengelolaan akuntansi keuangan daerah, (5) 

Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah (BUD), (6) Menyiapkan 

laporan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan pertanggungjawaban 

keuangan daerah, (7) Pelaksanaan kegiatan penilaian aset daerah, (8) 

Kebijakan penghapusan aset daerah, (9) dan Pelaksanaan tugas - tugas lain 

yang diberikan atasan. 

Lingkup penatausahaan keuangan yang dilimpahkan diantaranya 

pengujian Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Uang Persediaan (UP), Ganti 

Uang (GU), Tambahan Uang (TU) maupun Langsung (LS) serta penerbitan 

Surat Perintah Membayar (SPM). Selain itu terjadi perubahan yang terkait 

dengan laporan – laporan yang harus dibuat para pengelola keuangan 

(bendahara, pejabat penatausahaan keuangan 2 SKPD, pejabat pelaksana 

teknis kegiatan) serta diharuskannya proses akuntansi berupa jurnal dan buku 

besar dalam menghasilkan laporan keuangan masing - masing satuan kerja 

perangkat daerah (SKPD), dengan demikian tugas para pengelola keuangan 
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jauh lebih banyak dan rumit dibandingkan dengan peraturan 

sebelumnya sehingga semakin banyak dan rumitnya tugas para pengelola 

keuangan daerah. 

Uang persediaan merupakan uang muka kerja yang bersifat pengisian 

kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran 

langsung.Untuk melaksanakan kegiatan ini, diperlukan suatu sistem dimana di 

dalamnya terdapat prosedur – prosedur yang harus dipatuhi dalam 

melaksanakan penatausahaan uang persediaan. 

Prosedur  adalah rangkain tugas-tugas yang saling berhubungan yang 

merupakan urutan-urutan menurut waktu dan tata cara tertentu dalam 

melaksanakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan berulang-ulang (Ismail 

Masya 1994). Sebuah sistem besar yang terdiri dari sistem – sistem yang lain 

yang lebih kecil yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan tertentu. 

Sistem akuntansi adalah sebuah organisasi formulir, catatan dan laporan yang 

dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keungan yang 

dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan 

perusahaan.Sistem dan prosedur penatausahaan uang persediaan. 

Dalam hal ini, penulis akan mengevaluasi tentang penatausahaan 

Ganti Uang Persediaan, karena untuk mengetahui bagaimana sistem yang 

digunakan dalam proses penatausahaan uang persediaan yang dilakukan 

BPKAD Kab Jombang  sudah sesuai dengan prosedur yang diterapkan. 

Berdasarkan latar belakang ini diatas, maka dalam penulisan ini penulis 

mengambil judul :“SISTEM DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN 

GANTI UANG PERSEDIAAN PADA DINAS PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB JOMBANG”. 
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1.2 Tujuan Kuliah Kerja Magang 

Untuk mengetahui bagaimana sistem dan prosedur penatausahaan 

Ganti Uang (GU) persediaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kab Jombang. 

 

1.3 Manfaat Kuliah Kerja Magang 

1. Bagi BPKAD Kab Jombang 

Dapat mengetahui evaluasi sistem dan prosedur penatausahaan Ganti Uang 

(GU) persediaan pada BPKAD Kab Jombang. 

2. Bagi Penulis 

Dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mahasiswa mengenai 

bagaimana sistem dan prosedur penatausahaan Ganti Uang (GU) 

persediaan pada BPKAD Kab Jombang. 

3. Bagi Masyarakat 

Dapat menambah wawasan masyarakat mengenai bagaimana sistem dan 

prosedur penatausahaan Ganti Uang (GU) persediaan pada BPKAD Kab 

Jombang. 

 

1.4 Tempat Kuliah Kerja Magang 

Kegiatan kuliah kerja magang ini dilaksanakan di Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab Jombang yang 

beralamatkan di Jl. KH Wahid Hasyim No. 49 Jombang. 

 

1.5 Jadwal Waktu Kuliah Kerja Magang 

Kegiatan kuliah kerja magang ini dilaksanakan dalam waktu satu 

bulan terhitung mulai tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan 26 April 

2019.



4 
 

 

BAB II 

TINJAUAN UMUM  

 

2.1 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 

2.1.1 Sejarah 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Jombang berkedudukan sebagai Organisasi Perangkat 

Daerah.Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang yang dipimpin oleh 

seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab 

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan 

aset daerah. 

 

2.1.2 Visi Dan Misi 

Sesuai dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Terpilih yaitu “ Bersama Mewujudkan Jombang Yang Berkarakter Dan 

Berdaya Saing “ dan beberapa Misi, yaitu : 

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional  

2. Mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, religius, dan 

berbudaya  

3. Meningkatkan daya saing Perekonomian Daerah Berbasis 

Kerakyatan, Potensi unggulan Lokal Dan Industri 

 

2.1.3 Tugas Badan Pengelolaan Keuangan  dan Aset Daerah 

Sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang  

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Jombang, maka perlu mengatur Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang dalam 
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Peraturan Bupati. Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

antara lain : 

a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan 

aset  daerah; 

b) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan 

aset  daerah; 

c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan 

teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset  daerah; 

d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan 

pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset  

daerah 

e) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

2.1.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 

jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan 

pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk 

mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan 

menangani isu strategis yang dihadapi.Tujuan tidak harus dinyatakan 

dalam bentuk kuantitatif, akantetapi harus dapat menunjukan suatu 

kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.Tujuan akanmensyaratkan 

pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka 

merealisasikan misi. 

Untuk itu tujuan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 

Kabupaten Jombang adalah Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja 

reformasi birokrasi 

Setelah tujuan ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah 

menetapkan sasaran sebagai suatu hasil yang lebih spesifik dan 

terukur.Sasaran ini merupakan bagian internaldalam proses perencanaan 

stratejik. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi 

sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.Oleh 
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karena itu dalam menunjang tercapainya Sasaran tersebut diatas, maka 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang 

dirumuskansasaran adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah 

2. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

 

2.2 Struktur Organisasi BPKAD Kab Jombang 

Gambar 2.1  

Struktur Organisasi 

 

 Sumber :Data internal Badan Pegelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(BPKAD) Kab. Jombang 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dikepalai olehseorang 

Kepala Badan yang bertanggungjawab langsung terhadap Kepala Daerah, 

dan membawahi beberapa bagian yaitu: 

a. Sekretariat, membawahi : 

1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset; dan 

2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi. 

b. Bidang  Anggaran, membawahi : 

1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran; 

2. Sub Bidang Pelaksanaan dan Evaluasi Anggaran; dan 
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3. Sub Bidang Pengolahan Data Informasi Keuangan. 

c. Bidang  Akuntansi dan Perbendaharaan, membawahi: 

1. Sub Bidang Akuntansi; 

2. Sub Bidang Penerimaan Kas Daerah; dan 

3. Sub Bidang Pengeluaran Kas Daerah. 

d. Bidang Aset, membawahi : 

1. Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Perencanaan; 

2. Sub Bidang  Penatausahaan dan Sistem Informasi; dan 

3. Sub Bidang Pengelolaan dan Pengendalian. 

 

2.3 Kegiatan Umum  

Adapun kegiatan, fungsi dan tugas yang dimiliki setiap bagian di Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagian Sekretariat 

Sekretariat  mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam merencanakan, 

melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan 

administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset,  penyusunan 

program dan evaluasi.Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat 

mempunyai fungsi: 

a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum  

b. Pengelolaan administrasi kepegawaian; 

c. Pengelolaan administrasi keuangan; 

d. Pengelolaan administrasi perlengkapan; 

e. Pengelolaan administrasi aset; 

f. Pengelolaan urusan rumah tangga; 

g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-

undangan; 

h. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; 

i. Pengelolaan kearsipan; 
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j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; 

k. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan penyelenggaraan Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan 

l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 

2. Bidang Anggaran 

Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 

tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, di bidang 

perencanaan anggaran, pelaksanaan dan evaluasi anggaran serta 

pengolahan data dan informasi keuangan.Dalam melaksanakan tugas 

pokok, Bidang Anggaran mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan petunjuk teknis Rancangan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah; 

b. Penyusunan Rancangan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 

Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

c. Penginventarisir, verifikasi dan pelaksanaan evaluasi Rencana Kerja 

Anggaran Perangkat Daerah; 

d. Pelaksanaan pembinaan dan pendampingan dalam penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan  realisasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 

f. Penyiapan Dokumen Pengesahan Anggaran Perangkat 

Daerah/Dokumen Pengesahan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah; 

g. Fasilitasi pengelolaan belanja Perangkat Daerah; 

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah. 

3. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan 

Tugas pokok Bidang Akuntansi adalah melaksanakan sebagian 

tugas Badan Pengelolaan Keuangan  dan Aset Daerah, di bidang 

akuntansi, penerimaan kas daerah dan pengeluaran kas daerah.Bidang 
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akuntansi mempunyai fungsi: 

a. Perumusan  sistem dan prosedur akuntansi; 

b. Perumusan kebijakan akuntansi; 

c. Pelaksanaan  sistem informasi pengelolaan keuangan daerah; 

d. Penerbitan SP2D berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran 

atas beban rekening kas umum daerah; 

e. Pelaksanaan koordinasi dan rekonsilisasi dengan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, BUMD dan BLUD atas penyusunan 

pelaporan keuangan daerah; 

f. Pelaksanaan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran keuangan 

daerah; 

g. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan daerah; 

h. Pelaksanaan penempatan keuangan daerah; 

i. Pelaksanaan penyimpanan uang daerah; 

j. Pelaksanaan pemberian pertimbangan  dalam pemberian pinjaman 

atas nama Pemerintah Daerah; 

k. Pelaksanaan konsolidasi terhadap laporan keuangan desa; 

l. Pelaksanaan koordinasi Tindaklanjut  Rekomendasi hasil pemeriksaan 

Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Daerah; 

m. Pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan 

yang lainnya yang telah ditunjuk; 

n. PenyusunanRancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah. 

o. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang  Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah; dan 

p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah. 
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BAB III 

PELAKSANAAN KULIAH KERJA MAGANG  

 

3.1 Pelaksanaan Magang 

Di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdapat 4 bidang, 

diantaranya bidang sekretariat, bidang anggaran, bidang akuntansi dan 

perbendaharaan, serta bidang aset.Bidang yang satu dengan bidang yang 

lainnya saling mempunyai keterkaitan, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi 

tidak mungkin bisa berjalan tanpa adanya 4 bidang tersebut. 

Pelaksanaan kuliah kerja magang ini dilaksanakan selama 30 hari, di 

mulai dari tanggal 27 Maret 2019 sampai 26 April 2019.Kuliah kerja magang 

dilakukan oleh 3 mahasiswa yang disebar ke bagian-bagian, diantaranya 

bidang TU dan bidang Akuntansi. 

Selama kuliah kerja magang yang kami lakukan, kami memperoleh 

banyak ilmu dan pengalaman, salah satunya ilmu tentang penatausahaan ganti 

uang persediaan.Oleh karena itu, disini kami ingin membahas tentang “Sistem 

dan Prosedur Penatausahaan Ganti Uang Persediaan Pada Badan Pengelolaan 

Keuangan Dan Aset Kebupaten Jombang”. 

 

3.1.1 Ketentuan Umum 

  Bahwa Permintaan Pembayaran menurut Permendagri Pasal 198 

(1) Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan 

SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1), bendahara 

pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna/kuasa pengguna 

anggaran melalui PPK-SKPD. 

(2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. SPP uang Persediaan (SPP-UP) 

b. SPP Ganti Uang (SPP-GU) 

c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU); dan  

d. SPP Langsung (SPP-LS) 
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(3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pad ayat (2) huru a, huruf b, 

dan huruf c dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan 

dana sampai dengan jenis belanja. 

Sistem dan Prosedur Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GU) 

adalah dalam rangka mengisi kembali uang persediaan di Bendahara 

Pengeluaran dan sekaligus dalam rangka mengesahkan penggunaan 

uang persediaan. Sistem ini terdiri dari : 

1. Sub Sistem PenerbitanSPP-GU 

2. Sub Sistem Penerbitan SPM-GU 

3. Sub Sistem Penerbitan SP2D 

4. Sub Sistem Pencairan SP2D 

3.1.2 Pihak Terkait 

1. SKPD 

a. Pengguna anggaran 

b. Bendahara pengeluaran 

c. PPK - SKPD 

2. PPKD/Biro Keuangan 

a. Bagian perbendaharaan 

b. Bagian pengelolaan kas daerah 

c. Bagian akuntansi  

3. Bank Jatim 

3.1.3 Alur prosedur 

1. Sub Sistem PenerbitanSPP-GU 

a. Berdasarkan bukti-bukti pengeluaran yang telah mencapai 

jumlah tertentu. Bendahara Pengeluaran membuat dan 

menandatangani SPP-GU  dan  Surat Pernyataan Tanggung 

jawab Belanja (SPTB) rangkap 3 serta melengkapi lampiran-

lampiran yang diperlukan sebagai berikut: 

1) Surat pengantar SPP-GU 

2) Ringkasan SPP-GU 

3) Rincian penggunaan dana GU 

4) Bukti-bukti yang lengkap dan sah 
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5) Laporan pertanggungjawaban uang persediaan yang telah 

disahkan. 

b. Bendahara Pengeluaran menyampaikan SPP-GU dan SPTB 

yang telah ditandatangani beserta lampirannya kepada PPK-

SKPD. 

2. Sub Sistem Penerbitan SPM-GU 

a. PPK-SKPD menerima SPP-GU berserta lampirannya diajukan 

oleh Bendahara Pengeluaran, dan mencatat kedalam register 

penerimaan SPP. 

b. PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-GU. 

c. PPK-SKPD menverifikasi Bukti pengeluaran yang menjadi 

lampiran SPP dan menguji kesesuaian dengan Surat Pernyataan 

Tanggung jawab Belanja. 

d. PPK-SKPD memberi cap “TELAH DIVERIFIKASI” pada 

Bukti yang telah diverifikasi 

e. Apabila dianggap belum sesuai dan lengkap,paling lambat 1 

(satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan 

SPP,PPK-SKPD menerbitkan Surat Penolakan Penerbitan SPM 

dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran beserta 

dokumen pengajuan SPP-GU untuk dilengkapi dan diperbaiki. 

f. PPK-SKPD mencatat Surat Penolakan Penerbitan SPM dalam 

registerPenolakanPenerbitan SPM. 

g. Apabila telah dianggap sesuai dan lengkap,dalamjangka waktu 

2 hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP,PPK-

SKPD menyusun draft SPM-GU rangkap 4. 

h. PPK-SKPD menyampaikan Draft SPM-GU, Surat Pernyataan 

yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan 

untuk keperluan selain Ganti Uang Persediaan,dan SPTB 

kepada Pengguna Anggaran untuk ditandatangani. 

i. Pengguna Anggaran menandatangani SPM-

GU,SuratPernyataandanSPTB serta menyerahkan kembali 

kepada PPK-SKPD. 
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j. PPK-SKPD mencatat penerbitan SPM-GU yang diterima 

kedalamRegister Penerbitan SPM; 

k. Terhadap SPM yang telah ditandatangani Pengguna Anggaran, 

PPK- SKPD : 

1) Mengirim Lembar1,2,dan 3 ke Bidang Akuntansi & 

Perbendaharaan untuk dialakukan pengawasan kredit 

terhadap pengajuan SPM –GU. Selanjutnya apabila telah 

sesuai dengan kecukupan anggaran akan dikirim ke bidang 

Akuntansi dan Perbendaharaan berserta kelengkapan 

dokumen: 

 SPP-GUsertalampirannya 

 Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja. 

2) Lembar ke 4 sebagai arsip PPK-SKPD 

3. Sub Sistem Penerbitan SP2D 

a. Bidang Akuntansi & Perbendaharaanmenerima SPM-GU yang 

diajukan oleh Pejabat Pengguna Anggaran; 

b. Bidang Akuntansi & Perbendaharaanmeneliti kelengkapan 

dokumen SPM-GU: 

1) Apabila dianggap tidak lengkap maka dokumen SPM-GU 

dikembalikan kepada SKPD untuk diperbaiki dan dilengkapi 

serta mencatat dalam Register Penolakan Penerbitan SP2D. 

2) Apabila dianggap lengkap maka diterbitkan SP2D-GU 

rangkap 10 dan mencatat dalam Register SP2D. 

c. Bidang Akuntansi & Perbendaharaanmendistribusi SP2D  yang 

telah terbit : 

1) Lembar1,2,3,dan 4beserta SPM-GU dan SPP-GU dikirim 

keBagian Pengelolaan Kas Daerah pada Biro Keuangan; 

2) Lembar 5 dan 6 dikirim ke SKPD; 

3) Lembar7,8,dan 9 sebagai arsip Bagian Perbendaharaan 

padaBiro Keuangan. 

d. Berdasarkan terbitnya SP2D, Bagian Perbendaharaan mencatat 

dalam Buku Pembantu Penerbitan SP2D per SKPD) sebanyak 3 
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(tiga) rangkap. Lembar 1 dilampiri dengan SP2D lembar 10 

dikirim ke Bagian Akuntansi ,lembar 2 dan 3 sebagai arsip 

Bagian Perbendaharaan 

4. Sub Sistem Pencairan SP2D 

Bank Jatim menerima SP2D fisik kemudian dicocokkan 

dengan kasda online.Apabila sudah betul, maka dilakukan otorisasi, 

bila salah dilakukan riject untuk dilakukan oleh BUD. Otorisasi 

yang dilaksanakan akan memindahkan dana RKUD kepada 

penerima. 

 

3.2 Kendala Yang Dihadapi 

Dalam melaksanakan praktik kerja lapangan di Kantor BPKAD 

Kabupaten Jombang, praktikan berusaha mengerjakan pekerjaan dengan 

baik yakni pekerjaan diselesaikan tepat waktu dan dengan hasil yang 

memuaskan.Namun dalam melaksanakan pekerjaan, praktikan mengalami 

beberapa kendala yang mengganggu kelancaran dalam mengerjakan 

pekerjaan. 

1. Mengkoreksi laporan Surat Tnda Setoran secara manual jika 

ditemukan hasil yang tidak sesuai antara file excel dengan rekening 

koran. 

2. Kekurangan staf 

3. Tidak adanya SOP (Standard Operating Procedure) untuk pemagang 

sehingga tidak adanya kejelasan pekerjaan yang harus dilakukan oleh 

praktikan ditempat magang. Praktikan hanya akan bekerja saat ada 

yang meminta bantuan dan ketika praktikan inisiatif menawarkan 

bantuan. 

 

3.3 Cara Mengatasi Kendala 

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi praktikan tersebut, maka 

langkah yang dilakukan oleh praktikan untuk mengatasinya sebagai berikut: 

 

1. Lebih teliti dan cermat dalam melakukan pekerjaan\ 
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Dalam mengkoreksi laporan Surat Tanda Setoran dari seluruh instansi 

dengan aplikasi yang ada sangat membutuhkan ketelitian.Hal ini 

merupakan tantangan dimana praktikan dituntut untuk dapat lebih 

cermat, teliti serta sabar dalam melakukan pekerjaan sehingga tidak 

terjadi kesalahan dan kinerja praktikan secara efektif dan 

efisien.Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melakukan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya.Dari pengertian diatas praktikan 

dituntut untuk lebih teliti dan cermat dalam melaksanakan tugas sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan. 

 

2. Kurangnya Staf 

Instansi harus menambah staf pada divisi tersebut. Karena dengan 

menambah staf, maka pembagian tugas akan terlaksana dengan baik 

dan pengerjaan tugas pada divisi tersebut juga akan terlaksana secara 

efefektif. 

 

3. Susun SOP (Standard Operating Procedure) 

Untuk pemagang SOP adalah suatu set instruksi yang memiliki 

kekuatan sebagai suatu petunjuk atau direktif. Hal ini mencakup ha-

hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur pasti atau 

terstandarisasi tanpa kehilangan keefektifannya. Setiap sistem 

manajemen kualitas yang baik selalu didasari SOP. Maka dari itu, 

pihak perusahaan hendaklah menyusun SOP bagi praktikan agar dapat 

bekerja sesuai SOP yang berlaku di perusahaan tersebut sehingga 

dapat mempermudah bagi para praktikan perusahaan tersebut. 
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3.1 Gambar Bagan Alur Prosedur Pengajuan Uang Persediaan (GU) SKPD

BAGAN ALUR PROSEDUR PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN (GU) SKPD

PPK-SKPD PENGGUNA ANGGARAN
BENDAHARA 
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2
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2

1

OTORIS
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4

3

2

1

ARSIP
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GU & SPP - GU

SELESAI

4

3

RUPIAH

6

5

SP2D, SPM – 

GU & SPP - GU
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3.2 Gambar Bagan Alur prosedur Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GU) (2) Lampiran 

BPKAD 

BAGAN ALUR PROSEDUR PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) (2) Lanjutan BPKAD

BAGIAN KAS DAERAH
BAGIAN 

AKUNTANSI
BANK PIHAK KETIGABAGIAN PERBENDAHARAAN

1

VERI

FIKA

SI 

ADMI

NIST

RASI

LENGKAP
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SKPD

2
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SP2D

TERBI

TIKAN 

SP2D
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P (3)

7,8,9

6

5

4

3

2

1

SP2D, SPM – 

GU, SPP – 

GU, 

LAMPIRAN

10

SP2D

3

2,3,4

1

SP2D, SPM 

– GU, SPP 

– GU, 

LAMPIRAN

TERBI

TKAN 

SPTU

ARSIP
2 

SP2D

SP2D

SP2D

SP2D

FORM

ARSIP (3)

ARSIP

BUKTI 

TRANSFE

R

1

SPTU

2

SP2D

1

FORM

PENC

ATAT

AN 

LAPORAN

PENC

ATAT

AN

10

SP2D

1

SPTU

TRANSF

ER

BUKTI 

TRANSFE

R

4
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Setelah mengikuti program Kuliah Kerja Magang di Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jombang 

maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang 

mempunyai tugas membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi 

yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang 

diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas Bupati dalam 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat diwadahi 

dalam lembaga teknis daerah bentuk badan/kantor/rumah sakit, dan 

unsur pelaksanaan unsur daerah yang diwadahi dalam dinas daerah. 

2. Dalam struktur organisasi setiap bagian terdiri dari seorang kepala 

bidang yang memimpin bagian Asset, Akuntansi, Penganggaran, dan 

Tata Usaha. Seksi adalah organisasi pelaksana operasional perusahaan 

yang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berkedudukan di 

bawah dan tanggung jawab kepada Kepala Bidang.  

3. Pelaksanaan praktik kerja bisnis ini bukan hanya membuat laporan 

tetapi yang terpenting adalah bagaimana dapat mengaplikasikan atau 

mengaktualkan ilmu yang diperoleh di perkuliahan dengan dunia kerja 

sesungguhnya. 

 

4.2 Saran 

Berdasarkan program praktik kerja bisnis yang telah dilaksanakan, 

penulis memberikan saran-saran dengan harapan memberikan manfaat, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Perlu adanya disiplin waktu pada jam masuk kerja kedinasan supaya 

terciptanya budaya tertib kerja dan pekerjaan yang dapat diselesaikan 

dengan segera. 
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2. Perlu adanya pengawasan oleh dosen pembimbing ke tempat praktik 

kerja bisnis. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan terbinanya 

hubungan kerja sama antara STIE PGRI Dewantara Jombang dengan 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang. 

3. Seharusnya pihak kedinasan lebih memperhatikan sarana dan 

prasarana agar terciptanya kegiatan kerja yang nyaman dan kondusif. 

4. Dalam menjalin kerjasama antar pegawai perlu ditingkatkan, sehingga 

dapat menjaga kekompakan dan bisa saling berkoordinasi dengan 

efektif. 
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Lampiran 1 

Surat Keterangan Pelaksanaan Magang 
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Lampiran 2 

Form Aktivitas Harian Magang 
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Lampiran 3 

Form Aktivitas Harian Magang 
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Lampiran 4 

Form Aktivitas Harian Magang 
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Lampiran 5 

Form Aktivitas Harian Magang 
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Lampiran 6 

Form Aktivitas Harian Magang 
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Lampiran 7 

Form Aktivitas Harian Magang 
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Lampiran 8 

Form Aktivitas Harian Magang 
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Lampiran 9 

Form Aktivitas Harian Magang 

 

 

 



30 
 

 

 

 

Lampiran 10 

Form Aktivitas Harian Magang 
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Lampiran 11 

Form Aktivitas Harian Magang 
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Lampiran 12 

Form Aktivitas Harian Magang 
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Lampiran 13 

Form Aktivitas Harian Magang 
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Lampiran 14 

Form SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG 

PERSEDIAAN 
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Lampiran 15 

Form SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG 

PERSEDIAAN 
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Lampiran 16 

Form SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG 

PERSEDIAAN 
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Lampiran 17 

Form surat pernyataan tanggungjawab pengajuan SPP-GU 
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Lampiran 18 

Form laporan pertanggungjawaban uang persediaan bendahara pengeluaran 
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Lampiran 19 

Kwitansi surat tanda setoran 
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Lampiran 20 

Bukti STS 
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 Lampiran 21  

Form surat perintah pencairan dana 
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Lampiran 22 

Lembar verifikasi pengajuan SPM 
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Lampiran 23 

Surat pernyataan 
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Lampiran 24 

Form SPM (NIHIL) 
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Lampiran 25 

Kwitansi PFK 
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Lampiran 26 

Form SP2D (LS) 
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Lampiran 27 

Kode billing PFK 
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Lampiran 28 

Kode billing PFK 
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Lampiran 29 

Form SP2D (SPM-LS) 
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Lampiran 30 

Form SPM (LS) 
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Lampiran 31 

Form SP2D (SPM-LS) 
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Lampiran 32 

Form SPM (LS) 
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Lampiran 33 

Form SP2D (SPM-TU) 
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Lampiran 34 

Form SPM(SPM-TU) 
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Lampiran 35 

Form SP2D (SPM-GU) 
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Lampiran 36 

Form SP2D (SPM-GU) 
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Lampiran 37 

Form SPM (SPM-GU) 
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Lampiran 38 

Form Register SP2D  
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Lampiran 39 

Form Register SP2D  
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Lampiran 40 

Form Register SP2D Non Anggaran 
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Lampiran 41 

Form Register SP2D  
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Lampiran 42 

Form Register SP2D  

 



63 
 

 

 

 

 

Lampiran 43 

Form Register SP2D  
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Lampiran 44 

Form Penilaian Oleh Pendamping Lapangan 
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Lampiran 45 

Form Penilaian Oleh Pendamping Lapangan 
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Lampiran 46 

Form Penilaian Oleh Pendamping Lapangan 
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